
BUPATI BARITO TIMUR
PROVIilSI I(ALIMAITTAN TEilGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
IIOMOR L5 TAHUN 2OL7

TEITTANG

PERUBAHAN PERATURAIT BUPATI BARI?O TIMUR NOMOR 23 TAIIUN
2Ot6 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI SERTA TATA KER^IA SATUAN KER.IA PERANGKAT DAERATI
I(ABUPATEN BARISO TIMUR

DENGAII RAIIMAT TI'I{AIT YANG MAIIA ESA

Menimbang :

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23
Tahun 2AL6 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
TUgas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

bahwa berdasarkan Analisis Beban Kerja perlu ada
perubahan dan penyesuaian terhadap beban tugas,
kewenangan, penulisan dan penamaan pada
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2A16
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

Undang*Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Mengingat 1.

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA2 Nomor 18, 'fambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a18O);

b.

C.
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang
Pembentukan PeraLuran Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambaha:r Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234t;

Undang-Undang Norrtor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan DaeralL (Lembaran Negara Tahun
2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2ALG tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A16 Nomor 114,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur {Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2OL6 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERUBATIAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29
TAIIUN 2OL6 TENTANG KEDUDUI{AN SUSUITAN
oRGANISAST, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KER.IA SATUAN KER.IA PERAITGKAT
DAERA}I I{ABUPATEN BARITO TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor
23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, T\rgas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah
sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

4.

2.

3.

5.

6.

Pasal 3
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(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmembawahkan :

1. Bagian Pemerintahan Umum membawahkan :

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
b) Sub Bagian Bina Aparatur dan Kelembagaan Desa;
c) Sub Bagran Kerja Sama Daerah dan Layanan Pertanahan

2. Bagian Hukum, membawahkan :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan. HAM;
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukurr..

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :

a) Sub Bagian Keagamaan;
b) Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan;
c) Sub Bagian Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

1. Bagian Administrasi Perekorromian dan Pembangunan
membawahkan :

a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
b) Sub Bagian Pembangunan, Pengendalian dan Pelaporan;
c)Sub Bagian Pengkajian Potensi,Pengendalian, Sumber Daya Alam

dan Kehutanan.
2. Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :

a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengadaan
Barang dan Jasa;

b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
c) Sub Bagian Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Bagian Keuangan membawahkan :

a) Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan;
b)Sub Bagran Verifikasi dan Perbendaharazln;
c) Sub Bagian Perencanaan, Progratn dan Pelaporan.

d. Asisten Administrasi Umum membawahkan :

1. Bagian Organisasi membawahkan :

a) Sub Bagran Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.

2. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :

a) Sub Bagian Umum;
b) Sub Bagian Perlengkapan;
c) Sub Bagian Rumah Tangga

3. Bagi66 Protokol membawahkan :

a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Perjalanan;
c) Sub Bagian Dokumentasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional
f. Staf Ahli Bupati Terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.

(2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh Asrsten yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daer:ah.

(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten.
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(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan <lengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, huruf c angka I dan 2
dan huruf d angka L dan 2 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bagian Persidangan dan Perundang-unriangan membawahkan :

1. Sub Bagian Kajian Perundang-undarrgan.
2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Perrgawasan membawahkan :

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran.
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Kelompok Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli.

{21 Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

{3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertang$tng jawab kepada Kepala Bagian.

(4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang tidak terpisahkarL dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf d
angka 1, angka 2, angka 3 diubah, seh.ingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri
dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaianr
2. Sub Bagan Perencanaan dal Keuangan

c. Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kebersihan membawahkan :

1. Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan;
2. Seksi Pertanahan dan Penataan Perumahan;
3. Seksi Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman.

d. Bidang Kawasan Permukiman dan Penerangan Jalan lJmum,
membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Permukiman;
2. Seksi Penataan Permukiman;
3. Seksi Penerangan Jalan Umum.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

{71

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oletr Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada 'Sekretaris.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bitlang.
UPTD bertanggung jawab kepada Kepala I)inas.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana tercantum daiam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat {2}, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menladi kewenangan Daerah di bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, dipimpin
oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umllm serta sub urusan kebakaran
dan tugas pembantuan di bidang Ketentrarnan, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
serta sub urusan kebakaran.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat {2),,
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan
kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban ufiIum serta sub urusan kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan
kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut :

4.

(1)

(2)
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Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
terdiri dari :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat membawahkan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiarr
2. Sub Bagian Perencanaa-n dan Keuarlgan

c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat,
membawahkan :

1. Sub Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
3. Sub Bidang Operasional dan Pengernbangan Kapasitas.

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, rnembawahkan :

1. Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
2. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga;
3. Sub Bidang Pengawasan Peraturan Daerah.

e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
2. Sub Bidang Kesiap Siagaan Kebakaran;
3. Sub Bidang Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
{21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaxg berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,
(6) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pohsi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c, angka 1 dan huruf f angka L dan
angka 2 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaia.n
2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keua.ngan

c. Bidang Prasarana Dan Sarana, membawahkan :

1. Seksi Pengembangan La}:ran;
2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
3. Seksi Pengelolaan Air.

d. Bidang Tanaman Pangan Dan Holtikultura, membawahkan :

1. Seksi Pembiayaan, Pengolahan Darr Pemasaran Hasil Pertanian;
2. Seksi Perbenihan Dan Produksi Tatraman Pangan;
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Holtikultura.
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e. Bidang Perkebunan, membawahkan :

1. Seksi Budidaya Dan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
3. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

f. Bidang Peternakan, membawahkan :

1. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
2. Seksi Penyebaran Ternak dan Pengembangan;
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Peternakan.
g. Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

membawahkan :

1. Seksi Kelembagaan Dan Promosi;
2. Seksi Ketenagaan PenSruluhan;
3. Seksi Penyelenggaraan., Metode Dan Informasi Pertanian.

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oletr Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(71 Bagan Susunan Organisasi Dinas Per:tanian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c. angka 1 dan angka 2 serta huruf e

angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri
dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat membawahkan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

c. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
2. Sub Bidang Verifikasi;
3. Sub Bidang Belanja Pegawai dan Investasi.

d. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Pen5rusLtnan Anggaran;
2. Sub Bidang Pengendalian Angg€rr€rn;
3. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi.

e. Bidang Akuntansi, Kekayaan dan Aset Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Kebutuhan , Pengadaan dan Pembukuan;
2. Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pelaporan;
3. Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepa-la Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan Susunan Organisasi BadanPerrgelolaan Keuangan dan Aset
Daerahsebagaimana tercantum dalam Larnpiran VI yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 64 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 64
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang ada pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan
Daerah, dan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan keahlian dan
spesialisasi yang dibutuhkan.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Tenaga Ahli pada Sekretariat
DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan SKPD.

t5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),,

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perurrdang-undangan.
(7) Pengaturan Uraian Tugas Jabatan Fungsional lebih lanjut diatur dengan

Keputusan Bupati masing-masing.

9. Ketentuan Pasal 72 ditarnbah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal
72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal72

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakarr jabatan eselon IIa atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektrrr Daerah kabupaten, Asisten
Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala
Badan Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli l3upati merupakan jabatan eselon
IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektur Pembantu, Sekretaris
Dinas Daerah kabupaten, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten, Kepala
Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan
administrator.

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan
merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
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(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala seksi pada Dinas
dan Badan Daerah kabupaten, kepala rinit pelaksana teknis pada Dinas
dan Badan Daerah kabupaten kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta
kepala seksi pada kecamatan merupaka,r jabatan eselon IVa atau jabatan
pengawas.

(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten
kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan
kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan
kepala seksi pada kelurahan merupakarr jabatan eselon IVb atau jabatan
pengawas.

{71 Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan
pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar
sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah k:rbupaten yang berbentuk rumah
sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang
ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan
diberikan tugas tambahan.

(9) Kepala unit pelaksana teknis yangl berbentuk pusat kesehatan
masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang
diberikan tugas tambahan.

(1O) Pengaturan Uraian T\-rgas Jabatar: Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas lebih lanjut diatur dengan Keputusan
Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam }Serita Daerah Kabupaten Barito
Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal to AcugTus 2Ol7

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal to AGusIUs 2AL7

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2AL7 NOMOR .I.?.
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LAMPIRAN I
PEMTURAN BUPATI BARITO TIMUR
NoMoR It rAHUN 2o1z
TENTANG PERUBAHAN PEMTURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN OROANISASI, TUOAS POKOK DAN FUNGSI SDRTA TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANCKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR

1 . Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
syarakatan dan Sumber Daya Manusia.

StafAhli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
n.

Sub Bagim Tata
Pemerintahm Umum

Sub Bagian Strana
Perekonomian dan
Produksi Daerah

Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM

$ub Bagim Bina
Apaatur dan

Kelembagam Desa

Sut) Bagim Tata
Usaha Pimpine dan

Pe{aIman

Sub Bagian Data dan
Informasi Pengadaan

Bamg dan Jasa

Sub Bagim Tata
Rumah Tmgga
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016
TEN?ANC KEDUDUKAN SUSUNAN ORCANISASI, TUGAS POKOK DAN

XXISiirSf;H-,i3Hr$f,*^ 
sAruAN KERJA PERANoKAT DAEMH

BAGAN SUSUNAN ORGAIVISASI SEKRDTARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
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LAMPIRAN IlI
PEMTURAN BUPATI BARITO fIMUR
NOMOR l, rAHUN2017
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016

ffi m*.JJ..X"?Xff 
-dH3X-SX,,"^t:ilgR::',,;;ff 

*A*ffi ^3t"Riil
KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR

Sub Bagim Umum
dan Kepegawaian

Seksi Pertmahan dan
Penatail Perumahan

BUPATI BARITO TIMUR,
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IAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN PEMTURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANO KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN KERJA PEMNGKAT DAEMH
KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAIVIONG PRA.IA
DAN PEITIADAIVI KEBAKARAN

PEIVTERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

BUPATI

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRA"IA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Bidmg Ketertiban
Umum, Ketentraman

dm Perlindungan
Masyaralat

Bidmg Penegakan
Peraturan Daerah

Sub Bidang
Pengawasn

Peraturm Daerah

AMPERA A. MEBAS
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LAMPTRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR It TAHUN2017
TENTANO PERUBAHAN PERATUMN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS PO](OK DAN FUNCSI SORTA TATA
KERJA SATUAI,I KERJA PERANGKAT DAPMH KABUPATEN BARITO TII\4UR

BAGAN SUSUI{AN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR

Bidmg Prasmma Bidmg
iii..--ha.

Bidang Penyuluhm
Dan Pcngembmgm

uuurulr /aJa
Mmusia

BUPATI BARI.TO TIMUR,

Seksi
Perbenihm Dan

Produksi Tmman
Pmgan

Seksi
Budidaya Dm

Perbenihan Tananan
Perkebunm

Seksi Perlindungm
Tanaman

Perkebunafi
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LAMPIMN VI
PERATUMN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR I' TAHUN 2017
TENTANO PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN

33',-'J',illi,*",T,t?Y',Jffi %',^1TH*:"Ui1f llg3l:
PERANOKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAT{ SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR
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